1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai
istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah
suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana,
yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam
masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-
citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan
perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak
pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila
la mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan
normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.*
Pelaksanaan dari politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui
beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:
1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan

pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan

! Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 7
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situasi masa Kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam
bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil
Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan
dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif

2. Tahap Aplikasi
Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum
pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai
Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan
serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat
oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat
penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya
guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi
Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret
oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana
pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang
telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang
telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan,

aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus

berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh

pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan
dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai
hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana

2 1bid. him.13
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merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan
menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah

merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy).
Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup
perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat
dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan
(politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana,
yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,
namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya
kejahatan®

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada
sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan
perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang
sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal

lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani

% Barda Nawawi Arief. Opcit. him. 77-78
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faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau

tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan
yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus
pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia
hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian
dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan
politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah
perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/
tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa
pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya
masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap
perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin
semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat
kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana
(mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak
dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan

penegak hukum.

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
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pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. \

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian
merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

1) Keamanan dan Kketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketenteraman, yang  mengandung  kemampuan  membina  serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,
mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
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serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian

adalah:

1)
2)

3)

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
Menegakkan hukumdan

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,

memiliki fungsi yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa
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7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian

adalah:

1) Menerima laporan dan/atau pengaduan

2) Membantu menyelesaikan perselisihnan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum

3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakatantara lain
pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat
dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah
darat, dan pungutan liar.

4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsaAliran yang dimaksud adalah semua atau

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan



5)

6)

7)

8)

9)
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kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan
falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

Mencari keterangan dan barang bukti

10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat

12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang:

1)

2)
3)
4)

5)

Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan

senjata tajam
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6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan

7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional

9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional

11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam proses pidana

diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang

untuk:

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan

3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan

4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
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7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara

8) Mengadakan penghentian penyidikan

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

10) Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana

11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri
Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil
untuk diserahkan kepada penuntut umum

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Tindakan
lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan
jika memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
slaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan,
harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta

menghormati Hak Asasi Manusia.

B. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan®

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. °

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, menurut Andi

Hamzah adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain
kejahatan yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimuat dalam
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran® itu
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke 11
dan Buku ke 111 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum
pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak
pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362
KUHP vyaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara
lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan
sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan
Pasal 360 KUHP.

* Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia

Jakarta. 2001. him. 22

*PAF. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.

Bandung. 1996. him. 16.
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4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana
pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana
murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana
yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya
diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah
tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat
dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur
terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal
338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal®

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri
dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil
dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

Kelakuan dan akibat ( = perbuatan )

Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang subyektif. ’

®Poo0ow

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur
kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.

® Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
2001. him. 25-27
" Ibid. him. 29
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C. Demonstrasi dan Dasar Hukum Ketertiban Umum

1. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok
orang atau organisasi, dalam rangka menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada
pemerintah, dengan cara mengerahkan atau menurunkan massa dalam jumlah

kecil atau besar®

Demonstrasi merupakan perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat di muka
umum, sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan Undang-Undang. setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai
dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai
pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan
menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak

memandang batas-batas. °

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran
secara lisan dan tulisan dan sebagainaya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan
sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari
penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan

dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum

8 Adi Sudarmanto, Wacana Negara Demokrasi, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, him. 76.
9 .
Ibid, him. 78.
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sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin

rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

2. Dasar Hukum Ketertiban Umum Dalam Unjuk Rasa

a. Dasar Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Para pengunjuk rasa yang melakukan tindak kekerasan dapat diancam pidana
sebagaimana terdapat pada Pasal 167 KUHP menyebutkan barangsiapa memaksa
masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain
dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas
permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam
dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 170 KUHP Ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau
barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal
170 KUHP Ayat (2) menyatakan bahwa yang bersalah diancam pidana penjara
paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Ancaman lain terdapat pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP vyaitu barangsiapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum

dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum
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darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu
digagalkan, diancam: dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu
atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 193 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu
tahun, jika kerena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

b. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa setiap
warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai
perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Pasal 2 Ayat (1) menambahkan bahwa penyampaian

pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;

2) Asas musyawarah dan mufakat;

3) Asas kepastian hukum dan keadilan;

4) Asas proporsionalitas; dan

5) Asas manfaat.
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Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tujuan pengaturan tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu pelaksanaan
hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam
menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab
dalam kehidupan berdemokrasi;

4) Menempatkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau

kelompok.

Pasal 5 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka
umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh
perlindungan hukum. Pasal 6 menyebutkan warga negara yang menyampaikan
pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati
hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui
umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
mmenjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga

keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
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Menurut Pasal 7, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh
warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip
praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan. Selanjutnya Pasal 8
menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggungjawab
untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung

secara aman, tertib, dan damai.

Ancaman pidananya terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1998, yang menyatakan bahwa penanggungjawab pelaksanaan penyampaian

pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana

pokok.

c. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan, maka diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan berfungsi

sebagai :

1) Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;

2) Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan
tujuan organisasi;

3) Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional
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4) Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal
balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara
Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan, maka diketahui bahwa organisasi Kemasyarakatan berhak
melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan

hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan, maka diketahui bahwa organisasi Kemasyarakatan

berkewajiban:

1) Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangg

2) Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945

3) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Ancaman terhadap organiasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban di
atas terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat
membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila
Organisasi Kemasyarakatan:

1) Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

2) Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
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3) memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa

dan Negara.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan menegaskan bahwa apabila Organisasi Kemasyarakatan yang
Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang

bersangkutan.



